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Slaknas ICMI tahun 2001 tedah memilih good governance sebaga thema pokok, yang akan dikgi
dari berbagal sudut pendekatan, baik pendekatan keilmuan maupun praktikal.

Pendahuluan

Silaknas ICMI tahun 2001, telah memilih good governance sebagal thema pokok, yang akan
dikgi dari berbagal sudut pendekatan, baik pendekatan keilmuan maupun praktikal.

Saya mendapat tugas untuk mengantar diskus mengenai good governance ini pada seS
pertama ddam Slaknasiini.

Ha ini meupakan kehormatan besar bagi saya, dan untuk itu saya menyampaikan
penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.  Secara khusus saya diminta mengantar
pembahasan dengan sub thema “penataan ulang sstem hirokras nasiond dadam rangka menegakkan
good governance’. Sebaga pdgar bidang ilmu administras dan seseorang yang cukup lama
berkecimpung daam praktiknya, tentu pembahasan ini sangat menarik bagi saya pribadi.  Berbaga
tulisan saya, berkenaan dengan perkembangan pemikiran mengena pembangunan atau pembaharuan,
atau idilah yang populer skarang reformas, administras atau birokras, telah dipublikaskan.  Ketika
saya buka-buka kembdi ternyata banyak yang maesh sangat relevan hingga saat ini, meskipun
pikiran-pikiran itu dirumuskan pada pertengahan dasawarsa yang ldu. Oleh karena itu, pembahasan
saya pada hari ini akan beranjak dari berbaga buah pikiran tersebut, meskipun saya upayakan untuk
memutakhirkannya dengan  perkembangan-perkembangan  terakhir; termasuk  peranan  teknologi
informasi, dan perkembangan palitik dan ekonomi di tanah air.

Tanpa ingin menyeret Slaknas ini menjadi forum yang terldu akademik, karena organises
kita ini addah dari kaum cendekiawan maka tidak mungkin tidak kita harus meetakkan terlebih dulu
berbaga ss bangunan teoritik mengenai masdah yang kita bahas ini. Masdah-masaah nyata yang
kita hadepi sehari-hari dan berbaga aspiras yang berkembang di masyarakat dapat dicocokkan
dengan berbagai kerangka teoritik tersebut.

Untuk memulainya, tentu kita ingin terlebih dahulu menyamakan perseps  mengena
governance dan good governance itu sendiri.

Governance dan good governance

Pertamatama, kita ingin mencoba menyamakan pandangan mengenai governance. Mengapa
governance dan bukan government? Mengapa good governance dan bukan good government sga? Di
sni ingin kita gunakan pendekatan governance yang diatiken ssbaga hd atau kegiatan yang lebih
luas dari hanya government (Rhodes, 1997).

Dadam berbaga literatur banyak ditemukan pengertian dan penafsran mengena governance,
yang dirumuskan untuk mengetengahkan pandangan aau pendirian tertentu. Di sini saya ingin
menggunakan definis yang diusulkan oleh Bank Dunia (Weller, ddam Davis et. al, 2000), yaitu
bahwa governance adadah penggunaan kekuasaan politik untuk menyelenggarakan urusan-urusan
negara (the exercise of political power to manage a nation’s affairs). Dalam pengertian tersebut maka
governance ddam ati yang sduas-luasnya adaah proses dimana berbagal indtitus, baik pemerintah
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maupun non pemerintah, berinteraks dalam penyelenggaraan negara.  Dengan demikian  governance
berkait bukan hanya dengan inditus-ingtitus kenegaraan, seperti depatemen pemerintah, atau
lembagalembaga politik, seperti partai-parta politik, lembagalembaga perwekilan, aau lembaga
lembaga peradilan, tetepi juga lembagalembaga non pemerintah aau ddam idilah populer dikend
sebagai civil society, dan di Indonesa dikend sebagai ormas (nhon politik) dan LSM. Karena
governance menunjukkan proses interakd antara berbaga lembaga terscbut ddam penyelenggaraan
urusanturusan negara, maka good governance tentunya dimaksudkan agar proses tersebut berjadan
dengan baik, ddam arti masukan (input)-nya, prosesnya, maupun hasil (input)-nya (Heeks, 2000).

Penting sekadi untuk sgjak awa menegaskan bahwa, yang penting bukan hanya hedil, tetapi
juga bagamana hasil itu dicgpa. Oleh karena bhisa sga suatu dstem yang otoriter dapat
menghasilkan kebaikan ddam ukuran perbaikan kesgahteraan, tetepi tidek dianggap sebagal baik,
karena proses pencapaiannya tidak memenuhi syarat baik itu.

Karena bak atau buruk itu relatif, maka untuk memperoleh pegangan yang obyektif, mungkin
ada manfaatnya kdau kita gunakan sga ukuran baik itu dari sebuah rumusan dari badan yang cukup
obyektif, maka kembdi kita ke Bank Dunia

Dai pengatian Bank Dunia kita dgpat menggunaken kondis yang normatif yang
menunjukkan karakterigtik good governance sebagai berikut:

1. layanan publik yang efisen;

2. sstem yudisid yang bebas;

3. penghormatan das hukum dan hek azad manusa disemua tingkat pemerintahan, dan
penegakkannya;

akuntabilitas penggunaan dana dana politik;

sistem pengawasan (auditor) publik yang independen;
per tanggungjawaban terhadap lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.
struktur kelembagaan yang plurdistik;
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persyang bebas;
Berbaga ciri tadi meskipun mungkin dapat ditambah, atau sebdiknya dgpat disederhanakan,
kirakiramenggambarkan kondis good governance dalam sebuah negara demokras.

Dengan sendirinya kita tidek dgpat mengenyampingkan bahwa konsep good governance
serupa itu dikembangkan dari modebmodel sistem demokras negara maju (baca: barat), atau perseps
masyarekat di dunia mgu tentang bagamana sebaiknya negara disdenggarekan. Kita hisa
mengembangkan modd lain, namun hadinya dapat diduga tidek aken jauh berbeda dari gambaran
normatif tersebut diatas.

Kgian mengena good governance daam dasawarsa akhir ini makin meluas dan mendaam,
di dunia akademik, di lingkungan lembaga-lembaga internasiond, serta di kdangan lembaga
lembaga pemenintahan di negara mgu. Bahkan OECD (1995) tdah mendaeh mesdah ini dari
berbagal segi dan dengan observas di banyak negara, yang telah menghasilkan serangkaian publikas,
yang menunjukan bahwa di negaranegara maju pun ada masdah dengan governance. Kita hisa
menyimpulkan bahwa negaranegara yang ekonominya sudah sangat mgu, sisem politik dan
administras negaranya telah sangat matang (karena telah berumur puluhan bahkan ada yang ratusan
tahun), mash menghadapi masaah ddam governance dan mendambakan governance yang lebih baik
(better governance). Idtilah-idtilah seperti reengineering atau reinventing government menunjukkan
upaya kearah itu, sebagai diagnosa dari kondis negaranegara maju, dan resep-resepnya. Osborn dan
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Gaebler (1992) dengan sepuluh butir mantra mereka yang terkendl’, sepenuhnya berbicara mengenai
kondis birokrasi di negaramau.

Apdbila di negaranegara mgu sga governance merupakan masdah yang dianggap dapat
menghambat kemguan, yang dengan perkembangan teknologi diterima sebagd ama menjanjikan,
maka gpdagi di negara berkembang seperti kita Dari ciri-ciri normatif yang digambarkan oleh Bank
Dunia di aas, segera dapat terlihat kdemahankdemahan governance kita  Berbaga ciri telah
terwujud, seperti pers yang bebas, tetepi lainlainnya masih sebatas cita-cita Misdnya mengena
sgem judida atau penegakkan hukum yang bebas dari intervens atau tekanan politik atau sstem
pengawasan yang efektif, konditus aau auranauran forma menyatakan demikian, tetapi belum
terwujudkan dalam kenyataannya.

Memang ada perbedaan dalam tahgpan atau tingkat wacana membangun good governance di
negara mgju dan negara berkembang. Di regara mgu, masalah yang menjadi perhatian mereka bukan
meletakkan normanorma dasar good governance, yang telah tertata dan berkembang ddam sgarah
mereka yang panjang, tetapi terutama bagaimana dapat menghadapi tantangan dan tuntutan mesa
depan, yang digambarkan oleh OECD sehaga kemampuan bersaing ddam ekonomi yang makin
menggloba dan terbuka, tuntutan warga negara yang mekin beragam dan canggih €ophisticated),
masdatmasdah ddam masyarekat (socigtal problem) yang sulit diatas, lingkungan kebijakan
(policy environment) yang ditandai oleh turbulans dan ketidekpastian serta irama perubashan yang
makin cepat (Savoie ddam Peters @ a, 2000). Teknologi informas telah menjanjikan banyak
kemungkinan baru, tefapi juga menjadi tantangan untuk bisa mengarahkannya secara optima bagi
kepentingan umat manusa  Singkatnya, yang menjadi concern di  negara mgu addah
mengembangkan daya atau kemampuan governance (capacity for governance), lebih daripada
membangun sisemnya itu (Wedler ddam Davis & al, 2000), sedangkan bagi negaranegara
berkembang tantangannya masih sangat mendasar, yaitu membangun sistemnyaitu sendiri.

Terlebih lagi bagi bangsa kita, dimana secara smultan kita harus berhadapan dengan berbaga
masdah; kita harus menghadapi masaah-masdah ekonomi, poalitik, dan keamanan sekaigus pada saat
sumberdaya yang kita miliki, karena kondis kriss yang berkepanjangan menjadi sanga jauh
berkurang kemampuan atau nilainya

Untuk bisa menjawab berbagal tantangan itu memang kita harus mula dari akarnya, yaitu
bagamana konsep kita mengena penydenggaaan negara ini.  Bagamana menegekkan cara
penyelenggaraan negara yang dapat membuka jdan bagi pemecahan berbaga maesdah yang kita
hadapi. Masdah-masdah itu tidek akan sdesa dengan sendirinya, harus ada upaya dari sduruh
komponen bangsa untuk secara bersamasama mengatesnya.  Interaks itu adalah governance.
Sentrd ddam governance addah peranan birokres.  Oleh karena itu, pembahasan mengena
perwujudan good governance tidek bisa tidek dan bahkan harus dimula dengan pembahasan
mengenai birokras itu sendiri.

Patologi birokras di negara berkembang

Studi mengena hirokras dan perkembangannya telah cukup tua umurnya, sgak berakhirnya
Perang Dunia Il dan lahirnya negaranegara baru yang meepaskan diri dari belenggu penjgahan.
Berbaga literatur telah mengandiss sstem administras di  negaranegara  berkembang, dengan
menggunakan birokras sebagal unit andissnya Misdnya, dudi awa mengena birokras daam
tahap pertumbuhannya, kirakira sebaga counterpart teori Rostow di bidang ekonomi, diberikan oleh
Riggs hampir setengah abad yang ldu (1964). la mengandiss taref -taraf perkembangan birokras
dari tingkat terbelakang sampai yang paling mau dengan faktor-faktor determinan-nya.

' Pemerintahan Katais, Milik Masyarakat, Yang Kompetitif, Yang Digerakkan Oleh Mis, Yang Berorientas

Hasil, Berorientas Pelanggan, Wirausaha, Antisipatif, Desentralisas, dan Berorientasi Pasar.
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Namun untuk kepentingan kita sekarang hasl kgian para pakar adminidrad negara yang
lebih kontemporer, antara lain Heady (1995) lebih bisa menggambarkan waah birokras di negara
berkembang yang bersifat umum.

Ada lima cdri yang indikesnya diketemukan secara umum di negara berkembang
(Kartasasmita, 1997).

Pertama, pola dasar (basc pattern) birokras bersifat jiplakan (imitative) dari pada adi
(indigeneous). Negaranegara berkembang balk negara yang pernah dijgah bangsa barat maupun
tidak, cenderung meniru Stem administras barat. Negara yang pernah dijgah pada umumnya
mengikuti pola negara yang menjgiahnya.  Kingdey seperti dikutip oleh Heady menyatakan bahwa di
negara bekas jgahan, pengorganisasian jawaanjawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya
mengikuti  karakteristik penjgiahnya, dan merupakan keanjutan dari administras kolonid.  Tetapi
adminidrad  kolonid itu sendiri ditergokan hanya di daerah jgahan dan tidek di negara asdnya
sendiri.  Sehingga, berbeda dengan administras di negara penjgahnya, administas kolonid bersfat
elitis, represif, menjauh @loof) atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta paterndistik. Pola
administrad  kolonid ini diwaris oleh administras di negaranegara yang baru merdeka bahkan
sampai sekarang mash menjadi ciri birokras di banyak negara berkembang.

Kedua, birokras di negara berkembang kekurangan @eficient) sumberdaya manusia terampil.
Kekurangan ini bukan ddam ati jumlah tetgpi kuditas. Dadam jumlah justru sebdiknya, birokras di
negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan fverstaffed). Yang justru kurang
addah adminigrator yang terlatih, dengan kapasitas mangemen (management  capacity),
keterampilantketerampilan  pembangunan  (develompment skill§  dan penguasaan teknis (technical
competence) yang memadal. Pada umumnya keadaan ini mencerminkan kondis atau taraf pendidikan
suatu negara Namun, tidak sddu berarti terkait dengan kurangnya faslitas pendidikan atau orang-
orang berijazah. Heady menunjukkan kasus India dan Mesir, yang memiliki banyak tenaga
berpendidikan tinggi, tapi birokrasinya tidak banyak Iebih baik dibanding negara berkembang lainnya

Ketiga, birokras lebih berorientas kepada ha-hd lain daripada mengarah kepada yang benar -
benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain birokrat lebih berussha mewujudkan
tujuan pribadinya dibanding pencapaan sasran-sasaran program.  Riggs (1964), menyatakannya
sebagal preferens birokrat atas kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang kepentingan
masyarakat (public principled interest). Dari sfat seperti ini lahir nepotisme, penyaahgunanaan
kewenangan, korups, dan berbagai penyakit birokras yang menyebabkan gparat birokras di negara
berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah. Di banyak negara berkembang,
korups tdah mergdda sedemikian rupa sehingga menjadi fenomena yang sangat prevden dan
diterima sebaga sesuatu yang wajar, aau menurut istilah Heady sanctioned by social moresdan semi
ingtitutionalized.

Keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara goa yang dinyatekan atau yang hendak
ditampilkan dengan kenyataan (discrepency between form and reality). Riggs (1964) menyebutkan
fenomena umum ini sebagal formalisme, yatu gegda yang lebih berpegang kepada smbol-simbol dan
ekspresi-ekspres formd dibanding yang sesungguhnya terjadi. Hd ini tercermin dadlam penetapan
perundang-undangan yang tidak mungkin dilaksanakan, peraturanperaturan yang dilanggar sendiri
oleh yang menetapkan, memusatkan keuasaan meskipun resminya ada desentrdisai dan pendelegasian
kewenangan, megporkan ha yang bak-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang tidek baik atau
mesdah yang sesungguhnya dihadapi.  Bahkan tidak jarang memdsukan atau memanipulas data
untuk memberi gambaran yang menguntungkan.

Kdima, birokras di negara berkembang acapkali bersifat “otonom”, artinya bebas dari  proses
politik dan pengawasan masyarakat.  Ciri ini merupakan warisan adminisras  kolonid  yang
memerintah secara absolut, atau Skap feodd ddam jaman kolonid yang terus hidup dan berlanjut
stelah merdeka  Di banyak negara berkembang, pada awanya orang yang paing terpelgar atau dite
bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokras, sehingga kelompok di luar itu sulit dapat
menandingi birokras dalam pengetahuan mengenai pemerintahan.

www.ginandjar.com 4



Terhadep andiss dari Heady ini dapat ditambahkan bebergpa pengamatan antara lain dari,
Wallis (1989): Pertama, di banyak negara berkembang, birokras sangat dan makin bertambah
birokratik. Departemen-departemen, badan-badan, dan lembagalembaga birokras berkembang terus.
Kedua, unsur-unsur non birokras sangat berpengaruh terhadap birokras. Misalnya hubungan
keluarga dan hubunganhubungan primordid lain, seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik
(political connection) mempengaruhi birokras, yang sangat bertentangan dengan azas birokras yang
baik (misdnya menurut kriteria Weber).

Meskipun gambaran tersebut bersifat umum, namun jelas sangat mencerminkan keadaan
birokras kita sendiri di Indonesia sampai sekarang ini.

Dengan asums bahwa hirokras harus berperan aktif mengis kevakuman karena kekuatan-
kekuatan pembangunan lain ddam masyaraka dianggap tidek ada atau belum berkembang, maka
birokras tumbuh cepat.  Pertumbuhan itu lebih ddam ati fisk dibanding kudites.  Artinya,
organisasinya bertambah besar dan orangnya bertambah banyak dan semua ha dirasa perlu untuk
ditangani sendiri. Dengan demikian, birokras berperan besar ddam penetgpan tujuan (objectives
sHting), pengendalian, pengaturan, pemeliharaan dabilitas, dan segala kegiatan lain yang berkenaan
dengan segenap aspek kehidupan masyarakat.

Di bidang ekonomi, peranan pemerinteh bukan hanya daam pengaturan atau penetgpan
kebijaksanaan, namun juga langsung dadam pelaksanaannya sebagal pelaku aktif. Fungs pdaku aktif
ini dilaksaneken antara lan mddui para datal aau badan ussha milik negaa (BUMN) yang
umumnya bekerja tidak efisen, dan menjadi sumber economic rent. Di Nigeria, sesudah kemerdekaan
telah dibentuk 800 BUMN (Baker, 1995), di Indonesia terdgpa 186 BUMN (Lampiran Pidato
Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 1994). Akibatnya birokras pemerintah tidek dapat lagi
berfungs sebagal motor pembangunan, bahkan sering kdi lebih menjadi penghambat.  Di bidang
ekonomi, keedaan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhamba atau jika pun ada
pertumbuhan, maah menciptakan jurang kesenjangan dan kepincangan karena hanya yang deka
dengan kekuasaan (privileged few) yang menikmati kesempatan untuk memanfaatkan peluang. Di
banyak negara bahkan pertumbuhan ekonomi berhenti sama sekdi. Negaranegara berkembang
makin terlibat hutang yang tidek mungkin dapat dibayarnya kembdi. Dan akibat lanjutannya negara
negara berkembang makin tergantung kepada negara mgu (Kartasasmita, 1997).

Sistem politik yang tertutup, dan pengambilan keputusan yang tersentralisasi, dan prosesnya
yang cenderung tidak dari bawah ke atas, tetgpi dari atas ke bawah, membuat kelemahartkelemahan
birokras kita itu untuk jangka waktu yang panjang sepertinya tersdimuti. Pengawasan meskipun
secara nomind ada, tidaklah efektif.

Tidak berarti bahwa birokras kita tidek menghasilkan sama sekdi. Sebdiknya untuk jangka
wakiu yang paenjang juga terjadi  pertumbuhan ekonomi  yang menghasilkan  peningkatan
kesgahteraan yang nyata, dengan ukuran gpapun. Namun kebuntuan itu menyebabkan tidak terldu
meratanya peningkatan kesgahteraan itu dinikmati, sehingga timbul rasa ketidekadilan, dan akhirmya
melahirkan kekuatan-kekuatan yang menghendaki pembaharuan.

Ironisnya, kekuatartkekuatan pembaharuan itu justru dibesarkan oleh emanspas  yang
dihasilkan oleh kemguan sosa ekonomi sdama tiga dasawarsa itu.  Proses reformas meskipun
dorongannya berasa dari rakyat khususnya para mahasiswa dan kaum cendekiawan, perumusannya
dilakukan dengan kerjasama para birokrat, berupa produk-produk perundangan dan kebijaksanaan
kebijaksanaan yang memacu proses reformes. Proses reformas yang berlangsung sekarang ini
diwadahi ddam peraturan-peraturan dan berbagai wahana kebijaksanaan yang diciptekan ddam masa
pemerintahan Habibie yang meskipun singkat, sangat efektif dan produkiif dadam mendorong
reformasi.

Pemilu multipartai, kebebasan pers, otonomi daerah, kebebasan mengduarkan pendapat
termasuk perlindungan dan kebebasan berserikat bagi pekerja, netrditis politik birokras, pemisahan
polis dengan TNI, supremas Spil atas militer, diletakkan dasar-desamya oleh pemerintahan Habibie.
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Apabila pembaharuan ddam sisem politik tdah berjdan dengan putaran yang cepat,
pembaharuan birokras itu sendiri berjalan amat lambat.

Sesungguhnya, lingkungan politik dan dorongan dari masyarakat sudah cukup kuat untuk
memicu pembaharuan birokras. Namun tampaknya bukan political will yang tidak ada, tetapi
bagaimana memulainya, itu rupanya yang belum bisa diketemukan jaannya

Petologi  birokras seperti  diuraikan di atas menunjukkan kecenderungan mengutamakan
kepentingan sendiri atau salf serving, mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan.
Dari pengdaman empiris sdama ini diketahui betgpa tidek mudahnya melaksanakan pembaharuan
birokras.  Sebabnya mungkin adalah pendekatan yang seringkali bersifat formal strukturd, yaitu
kepada penataan organises dan fungs-fungs. Yang sesungguhnya amat penting, tetepi lebih sulit
untuk dilakukan, addah pembaharuan pada S5 nilaknila yang membentuk manusiamanusa
birokrat. Dengan demikian pembangunan budaya birokras addah Iebih utama dibanding
pembaharuan yang hanya bersifat strukturd. Interndisas nila-nilai yang oleh Riggs (1966) dissbut
introjection merupakan kunci terhadap peningkatan kinerja birokras. Terutama yang perlu menjadi
perhatian adalah memperbaiki skap birokras ddam hubungan dengan masyarakainya. Di ddamnya
terkandung berbagai unsur, antara lain sebagai berikut (Kartasasmita, 1995 b).

Pertama, birokras  harus mengembangkan keterbukaan (transparency). Yang acgokdi
membuat birokras jauh dari masyarakat atau masyarakat yang harus dilayaninya jauh dari birokras
addah ketertutupan. Sebagal akibat ketertutupan, masalah-masdah dan pikiran-pikiran pembaharuan
tidak mudah diterima.  Juga ada kecemburuan terhadap jabatan yang dipegang dan rasa keenggangan
untuk berbagi pengdaman dan kewenangan. Ketertutupan juga addah untuk menyembunyikan
ketidekmampuan dan menggambarkan keengganan menerima  kritik. Mengembangkan skap
keterbukaan dengan demikian ama penting dadam upaya menyempurnakan birokras.  Keterbukaan
akan merangsang perbaikan meldui saling silang gagasan (cross fertilization).

Kedua, berkaitan dengan keterbukaan addah kebertanggungjawaban  (accountability).
Ketertutupan menyebabkan birokres menjadi sulit dimintai  pertanggungjawaban.  Padaha  birokras
bukan kekuasssan yang berdiri sendiri, mdankan da untuk mencapa tujuan yang lebih besar
sehingga tindak tanduknya harus sdau dapat diawas dan dipertanggungjawabkan.  Pertanggungan
jawab itu ddam konsep hirokras yang lama bersfa hirarkis dari bawah ke atas di daam struktur
organisas. Daam kehidupan masyarakat yang makin canggih dan terbuka, masyarakat menuntut
agar setigp pegabat 9dgp menjdaskan dan dapa  mempertanggungjawabkan peaksanaan tugasnya
kepada publik. Kehijaksanaan-kebijaksanaan publik dituntut agar senantiasa menguntungkan rakyat
banyak. Kesemua itu membutuhkan perubahan skap dari birokras yang sfanya mendasar.
Pembaharuan skap yang demikian akan menghedlkan birokras yang mekin tanggap ddam
menghadapi  tantangan dan lebih tangkas ddam memanfaatkan peluang dan mengatas masdah.
Tetapi juga makin peka terhadap kebutuhan, tuntutan, dan dinamika masyarakat.

Ketiga, birokras harus membangun partispas. Pengdaman banyak negara menunjukkan
bahwa untuk berhasiinya pembangunan, partispas masyarakat amat diperlukan. Desentralisas den
otonomi merupakan pula upaya ke arah perluasan dan penddaman partispas masyaraka. PartiSpas
harus dilandas oleh kesadaran, bukan karena pakssan. Partispas pada lapisan bawah (rassrooty
yang efektif addah gpabila disdenggarakan secaa bersama ddam lingkup  kelompok-kelompok
masyarakat (local communities. Bentuk dan cara patisipas seperti itu akan menghasikan snergi
dan manfast ekonomi yang dapat dinikmeti oleh semua orang yang ikut serta di ddamnya
Merupakan tugas birokras untuk merangsang terjadinya partiSpas dan  kegiaan kelompok
masyarakat serupaitu daam rangka membangun masyarakat yang maju dan mandiri.

Keampat, peran birokres harus bergeser dari mengenddikan menjadi mengarahkan, dan dari
memberi menjadi memberdayakan (empowering). Ini merupakan konsep yang ama mendasar, dan
untuk negara dimana hubungan birokras dengan rakyat secara higdtories dan tradisonal bersifat
patenal (patronizing) memerlukan penyesuaian budaya birokras yang cukup hakiki. Pandangan ini
ditopang oleh konsep Reinventing Government dari Osborn dan Gaebler (1992).
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Kdima, birokras hendaknya tidak berorientas kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada
yang lemah dan kurang berdaya the underprivilaged). Skap keberpihakkan ini hanya akan ada kdau
ada pemahaman dan kepedulian akan masdah yang dihadapi oleh rakyat di lapisan bawah. Untuk itu,
hambatan psikologis harus diatas karena birokras (terutama dilapisan aas yang justru menentukan)
pada awdnya timbul dari kdompok dite, yang tidek sddu tanggap dan mudah menyesuaikan atau
mengasosiasikan diri dengan rakyat kecil.

Etika Birokras. Uraan di aas menunjukkan pentingnya perhatian terhadap budaya
birokras. Etika birokres sebaga intinya, tddlah menjadi kepedulian dan keprihatinan paa pakar di
bidang ini. la menjad masdah di negara yang pding mgu sekdipun, yakni di negara seperti
Amerika Serikat yang tdlah berdiri sdlama dua seperempat abad, kondtitus dan gagasangagasan
idedinya menjadi contoh bagi konditus dan gagasan-gagesan dasar banyak negara lain, serta
adminidrasinya juga menjadi rujukan administras di banyak negara lain.  Negaranegara lain yang
telah mau, seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang, juga mengdami masdah yang sama, yaitu
persodan ddam etika birokrasinya. Di negaranegara itu birokras diandalkean menjadi pelindung dan
pengayom masyaraket, bersfat jujur dan adil dan kesduruhan sistemnya diarahkan untuk menjamin
adanya ha itu. Namun, ternyaia mereka tetgp sga menghadapi masdah ddam hirokrasinya yang
terlihat dari banyaknya masdah etika yang mdibatkan birokras mereka Dengan latar bdakang
pandangan itu, addah wga gpabila di negaa yang baru membangun ditemukan pula masdah
maesdah yang sama.  Bahkan di negara berkembang masdah etika ini proporsinya jauh lebih besar.
Sebabnya antara lain addah, sebaga berikut.

Pertama, bdum tercipta tradis birokras yang baik, yang menjaga timbulnya masdah etika
seminimad mungkin.  Negara berkembang sedang mengembangkan hirokras yang sesuai dengan
kebudayaannya, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum.  Negaranegara itu  tidek
mempunya  banyak rujukan karena tidek dapat meanjutkan administras yang berasd dai masa
kolonid, yang tujuan keberadaannya berbeda dengan administras dalam negara merdeka.  Juga tidak
bisa meniru begitu sgja administras yang sudah “matang” di negara mgu, karena adanya perbedaan
pada tingkat kemgjuan ekonomi dan tingkat sosd, sertalatar belakang budayanya

Kedua, adanya keterbatasan sumberdaya, yang menyebkan pengembangan administras
negara yang bak tidek bisa cepa berjdan. Keterbatasan itu bak ddam had sumber dana maupun
sumberdaya manusa (SDM).  Seperti telah disebutkan di atas, SDM birokras sanget terbatas
kuditas, kompetens, dan profesondismenya  Keadaan itu diperberat oleh imbdan yang rendah
karena keterbatasan dana pemerintah.

Ketiga, birokras hidup ddam suatu sstem politik, dan dibanyak negara berkembang sstem
politik itu masih berkembang. Baru belakangan ini sga negaranegara berkembang termasuk kita di
Indonesia, berupaya menergpkan dengan sungguh-sungguh prisnsp-pringp demokras ke daam
sisem poalitiknya. Itu pun mash banyak ragam dan masdahnya Dadam keadaan demikian, birokras
secara politis berperan lebih besar dibandingkan dengan di negara yang sisem demokrasinya lebih
maju. Peran politik yang besar itu, acapkdi tidak diimbangi dengan kebertanggungjawaban kepada
rekyat seperti sepatutnya ddam sstem demokras. Ddam suasana demikian, adokas kekuasaan
berjdan secara tertutup, dan tidak terkenddi oleh sistem konditus, ssem demokras, dan ssem
hukum. Dengan sendirinya, sstem seperti itu (atau ketiadaan sstem yang juga merupakan sgtem
tersendiri), akan mengabaikan etika dan menjadi lahan subur bagi berkembangnya penyaahgunaan
kekuasaan, kolus, korups dan sebagainya.

Dengan demikian masdah etika ddam birokras negara yang sedang membangun jauh lebih
rumit dibandingkan dengan masdah etika di negara mgu, yang juga cukup rumit. Dengan keta lain,
variabelnya lebih luas dan ketidakpastiannya lebih besar.
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Penataan ulang birokras kita

Upaya yang telah dilakukan. Pembangunan administras negara untuk mewujudkan
pemerintahan negara Rl dan menunaikan tugas dan peranannya ddam mencgpa cita-cita kehidupan
bangsa bernegara, telah dimulai sgak Proklamas Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sgarah mencatat bahwa perkembangan aparatur negara dalam kurun waktu 1945 sampai
dengan avd Orde Baru, sangat dipengaruhi oleh Stuas perjuangan dan Kketidekgtabilan pditik dan
pemerintahan.  Pada masa perjuangan fisk menghadapi ancaman penjgahan kembdi, tahun 1945
1949, aparatur negara telah berfungsi, namun peran utamanya addah untuk mendukung perjuangan
menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan regara.

Pada periode demokras liberd, tahun 1950-1959, aparatur nagara menjadi gang perebutan
pengaruh parta-parta politik. Aparatur negara makin banyak terlibat ddam kegiatan politik praktis.
Stuas politik dan pemerintahan yang tidak stabil mempengaruhi efektivitas aparatur negara, terutama
kabinet yang jaiuh bangun menghambat penydenggaran tugas-tugas pemerintahan dengan baik.
Sekaipun demikian, aparaiur negara tdah berfungs dan menjadi wahana yang kuat menunjang
keutuhan negara kesatuan, serta mampu menyeenggarakan pelayanan pemerintah bagi masyarakat
sampai ke tingkat desa, dan menjangkau seluruh pelosok tanah air.

Pada periode demokras terpimpin, tahun 1959-1965, keadaan aparatur negara tidak banyak
berubeh menjadi lebih baik. Dengan membesarnya kabingt bahkan sampa Kabinet 100 Menteri,
gparatur negara tumbuh menjadi makin besar. Di satu S9, gparatur negara berkembang makin besar
dan kuat karena peranan negara yang makin besar, baik ddam kehidupan politik maupun ekonomi.
Di ds lan, lembagalembaga perwakilan dan pengawasan yang ditetgpkan oleh kongritus telah
membaur ke ddam gparatur pemerintah, dan pimpinannya menjadi anggota kabinet.  Akibatnya,
fungs pengawasan menjadi lemah. Juga tejadi tumpang tindih dan kesmpang dSuran antara
kewenangan dan tanggung jawab, termasuk antar instans pemerintah pusat dan daerah, serta antara
ingang vertika di daerah dengan ingtans pemerintah daerah.

Ddam masa Orde Baru, Repdita demi Repdita, pendagunaan gparatur negara ditempatkan
sebaga bagian dari drategi pembangunan nasiond, dan senantiasa merupakan sdah satu krida dari
kridakrida aau program-program kerja sdtigp kabinet ddam masa itu. Daam sdttigp kabingt sddu
ada seorang menteri yang bertanggung jawab terhadep penertiban aau pendayagunaan aparatur
negara. Pembangunan administras negara pada masa itu telah berhasil menyusun suatu sSstim
adminisras yang modern. Yang mencakup struktur  kelembagaan, ketatalaksanaan, administras
kepegawaian, termasuk sstem pendidiken dan pdaihan, sstem perencanaan dan pengenddian
pel aksanaan, serta pengawasan.

Meskipun telah cukup banyak kemguan yang dicgpai, namun administras negara di
Indonesia mash tetgp menghadapi banyak masdah. Bahkan ddam pandangan publik birokras bukan
bagian dari penyelesaian masdah, tetapi bagian dari masalah itu sendiri.

Kepemimpinan. Daam keadaan bangsa kita yang sekarang sedang sangat terpuruk dan
dipenuhi oleh suasana ketidakpastian, rekyat butuh leadership. Diperlukan kepemimpinan yang dagpat
membimbing masyarakat keluar dari kriss ekonomi dan berbaga kemdut politik dan keamanan
sekarang ini.

Dadam dam demokras, bentuk kepemimpinan itu tentunya berbeda dibanding masa yang
ldu. Kepemimpinan harus datang dari pemimpin-pemimpin politik, yang tampil ssbaga pemimpin
karena dipilih oleh rakya. Namun, sebagaimana layaknya pemerintahan yang demokretis dimanapun
juga, kepeminpinan politik dapat aau senantiasa berganti-ganti, yang tetgp ada dan menjamin
kontinuitas adalah bhirokras. Dengan demikian birokras harus dapat diandalkan untuk membantu para
pemimpin politk ddam menydenggarakan negara  Birokras bagi takyat juga termasuk golongan
pemimpin, meskipun sifat kepemimpinan itu berbeda dengan kepemimpinan politik.
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Budaya Birokras. Seperti telah dikemukakan di atas, upaya membangun aparatur negara
yang moden, yang memenuhi prindp-prindp mangemen publik yang modern tdah banyak
dilakukan. Menurut pendgpat saya, dari segi sgem, secara nomind birokras kita tdah cukup
berfungs.  Prindp-prindp mangemen publik yang modern, mula perencanaan sampa pengawasan
telah tertata sstemnya, lembagalembaganya serta prosedur kerjanya. Saya kira dari segi sstem, yang
kita tergpkan di Indonesia tidak banyak beda dengan di negara mgju €kaipun, karena kita belgjar dari
mereka dan menergpkan sstem mereka Yang berbeda addah kinerjanya, yang dapat diukur dari
efisend dan produktivitasnya  Kedua hd itu bergantung erat dengan manusianya, dan yang
menentukan di sini, atau yang membedakan kinerja birokras yang satu dengan yang lain addah dua
hd: yatu budaya atau semangat kerja dan kualitasnya Seperti dikatekan oleh para pendiri
Republik ddam Kondtitus kita yang disusun lebih dari setengah abad yang ldu, yang penting addah
semangat para penyelenggara negara.

Budaya birokras. Menurut hemat saya, pembaharuan demokras, sdan perlu dilakukan
meldui penalaan ulang ssem, yang menyangkut kelembagaan dan tata dan cara kerjanya, yang
utama addah menergpkan budaya aau semangat birokras yang tepat, serta membangun kuditas
SDMnya. Sehingga hirokras dapat berfungs sebagai ujung tombak upaya kita menyelesaikan
berbaga masalah yang dihadapi bangsa kita dewasa ini, dan membangun masa depan yang lebih baik
dan dapat terpdihara kesinambungannya

Birokras harus terdiri atas manusiamanusia yang kompeten dan berkarakter. Kompeten,
ddam ati kuditas dan kemampuannya dadam menjdankan tugas dan tanggung jawab yang
dipercayakan kepadanya Birokras harus diis oleh orang-orang yang pofesond dadam menjadankan
pekerjaannya. Karakter yang dilandes dfa-sfa kebgikan akan menghasilkan  kebijaksanaan
kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat dan mencegeh tujuan menghddkan segda cara
Karakter ini harus ditunjukkan bukan hanya dengan menghayai nila-nila kebenaran dan kebgikan
yang mendasar, tetgpi juga nilaknila keuangan. Hd terakhir ini penting karena dengan semangat
kejuangan itu seseorang birokrat, meskipun dengan imbaan tidak terldu memada, akan sanggup
bertahan dari godaan untuk tidek berbuat yang bertentangan dengan nilai-nila kebenaran dan
kebgjikan.

Tidak kadah pentingnya seperti telah dikemukakan di atas, birokras harus memiliki semangat
keadilan sosd, yang tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah, dan dengan demikian yang
daya saingnya ddam masyaaka lebih terbelakang, daam kebijaksanaan-kebijeksaan dan tindakan-
tindakannya. Selanjutnya birokras harus berpegang teguh kepada konditus dan segenap ketentuan
peaksanaannya.  Birokred tidak ikut menetgpkan konditus, tetapi harus menegakkannya. Oleh
karenanya birokras harus menentang habis-habisan sdtigp upaya yang tidek konditusond agpdagi
yang jelas bertentangan dengan kondtitus.

Memang kita sudah tidek bisa lagi menggunakan idilah doktrin, karena akan berkonotas
indoktrinas, namun semangat birokras baru harus dikembangkan dan dibudayakan. Dengan segda
kdlemahannya birokras di negara mgu dan di banyak negara berkembang yang menganut paham
demokras, seperti di Singapura, Korea, Mdaysa dan Thaland dagpat bertahan menghadapi
gelombang-gelombang perubshan dan beradaptas secara dinamis. Birokras di  negaranegara
tersebut, meskipun tidak sempurna, dapat menjadi anddan masyarakatnya ddam mencari solus
terhadap berbagai masdah, temasuk kriss ekonomi, dan menjamin kontinuitas dan dabilitas pada
masamasa krisis palitik.

Penataan kembali sistem. Sadah mengataken betapa pentingnya semanga  ddam
membangun kembai birokras, tideklah berati penataan kembdi Sdem hbirokras ddam  arti
kelembagaannya tidaklah penting. Siem yang baik akan lebih menjamin berfungsnya birokras
secara lebih baik. Fungs-fungs yang ditata dan diletakkan secara tepat, diis dengan personil-personil
yang tepat akan membuat perumusan kebijaksanaan publik lebih tepat pula mengena pada sasarannya,
dan implementasinya tidak jauh dari yang dikehendaki. Aturan main yang jelas, terbuka, yang ditatati
oleh semua dan berlaku buat semua akan membuat kemungkinan berjangkitnya penyakit-penyakit
birokras menjadi lebih berkurang, dan jikapun tidek menjamin tidek ada penydewengan, namus
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sgemnya teah terbangun sedemikian rupa sehingga penyelewengan itu sulit dilakukan dan kaaupun
dilakukan segera akan diketemukan. Dan jika diketemukan, jelas sanksinya, yang berlaku secara adil
buat siapapun. Pengawasan dengan demikian merupakan fungs yang inheren daam sistem. Hukum
dan aturan (laws and regulations) harus menjadi sstem syaraf yang menggerakkan tubuh birokras
dan yang mengawasinya

Beberapa masalah dilematis. Pembaharuan birokres memang tidek mudah dilakukan
karena pilihan+pilihannya tidek mudah. Banyak kontradiks yang tidek mudah dicari pemecahannya
Misdnya, masdah yang sanga menonjol, yang sering disebut sebaga sumber timbulnya penyakit
birokras addah tingkat kesgjahteraan yang rendah. Negaranegara dimana birokrasinya rdétif baik,
addah yang imbdannya cukup memadai. Di bebergpa negara tingkat ggi birokres tidek berada
terldu jauh dibawah swasta Untuk dapat memberi imbaan yang memadai, birokrasi harus diperkecil
agar bebannya dapat ditanggung oleh negara Namun upaya memperkecil birokras tidak pernah
berhasl. Pada kabinet terakhir pemerintéhan Orde Baru perngh diupayakan zero growth bagi
pertumbuhan jumlah pegawa. Namun resgtensnya besar sekdi. Hampir semua ingans meminta
digpensas. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, untuk tujuan politik, ggi pegawa negeri
dinaikkan, tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan negara sehingga akibainya terjadi tekanan
anggaran yang berat sekdi, dan ketetgpan itu harus dicabut kembdi. Dengan jumlah pegawa dan
dengan kondis ekonomi serta keuangan negara seperti sekarang ini untuk jangka wektu kedepan yang
panjang, tidek akan mungkin ggi pegawa dicukupkan. Sehingga potens adanya kedemahan-
kelemahan dalam praktek birokras tetap akan ada betapapun sistemnya diperbaiki.

Bekatan dengan hd diatas, tefapi juga merupskan masdah sendiri, addah konsekuens
otonomi kepada sstem birokras nasond. Desentralisss dan otonomi daerah, merupakan langkah
yang amat penting dan telah menjadi keharusan. Namun konsekuensinya pada sistem birokras harus
lebih diperhitungkan. Penddlegasan wewenang ke dagrah propins dan kabupaten/kota harus disertai
dengan upaya penataan kembadli birokras.

Sesungguhnya dengan desentrdisas dan otonomi terjawab banyak sekdi persodan; saah satu
diantaranya addah rentang kenddi manjemen publik. Dengan desentrdisas dan otonomi, rentang
kenddi tersebut dapat lebih dipersngkat. Namun, kewenangankewenangan yang lebih besar yang
diberikan kepada dagrah harus diikuti dengan peningkatan kemampuan baik SDM maupun inditus di
daerah untuk melaksanakan pekerjaan yang sdamaini menjadi urusan pusat.

Cheema dan Rondindli (1983) berpendgpa bahwa rationde untuk kebijakan desentrdisas
adadah shhr:

1. Memungkinkan pgaba-pegabat untuk menyusun dan menyesuaikan rencana serta program
pembangunan dengan kebutuhan-kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen.

2. Mampu memotong sgumlah besar red tape dan prosedur yang rumit sebagai karakteristik
perencanaan dan mangemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber-sumber di
puset.

3. Kontrak/hubungan yang lebih dekat antara peabat-pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat
memungkinkan keduanya untuk mendapatkan informas yang lebih bak guna memformulas
perencanaan atau program yang lebih redigtik dan efektif.

4. Ddam pembuatan keputusan dan dokas sumber-sumber, desentralisss  memungkinkan
keterwakilan yang lebih besar untuk bermacam-macam kelompok politik, agama, etnis, dan suku.

5. Desntrdisas memberikan kesempatan kepada peabat-pgabat setempat untuk mengembangkan
kecakapan-kecakapan mangerid dan teknis. Dengan desentrdises juga dapat  meningkatkan
kemampuan peabat-pgabat  terssbut untuk  menangani  urusanurusan yang biasanya  tidak
ditangani secara bak oleh depatemen-depatemen pusat (seperti pemdiharaan jdan dan
infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara).

www.ginandjar.com 10



6. Efisens dai pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat-pgabat pusat dari tugas
tugas rutin, dimana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas
lgpangan aau pejabat-pgabat lokad. Ini akan memungkinkan pejaba-pgabat pusat  untuk
menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara
lebih efektif.

7. Desntrdisas memungkinkan pemerintahan yang lebih fleksbel, inovatif dan kreetif. Dagrah bisa
menjadi semacam laboratorium untuk eksperimen kebijakan-kebijakan dan program-program baru
dengan melokalisr padatempat-tempat tertentu.

8. Desntrdises ddam perencanaan  pembangunan dan  fungd mangemen  memungkinkan
pemimpin-pemimpin  loka  untuk memberikan peayanan dan fadlitas lebih  efektif,
mengintegraskan  daerah-deerah  terpecil  (dan  terbelakang) ke dadam ekonomi  regiond,
memonitor, dan mengevduas proyek-proyek pembangunan secara lebih efektif dibandingkan
jawatanjawatan perencanaan dari pusat.

Saya berpendapat bahwa desentrdisas dan otonomi daerah harus kita laksanakan dengan
konsekuen dan tidak setengahsetengah. Otonomi yang sesungguhnya, sebenarnya baru diberikan
kepada dua deerah yaitu Aceh dan Papua Perlu menjadi pemikiran untuk juga memberikan otonomi
yang lebih luas kepada daerah-daerah lain, serupa meskipun tidak harus sama persis seperti Aceh dan
Pepua; bagi daerah-daerah yang menghendaki dan Sgp untuk itu. Kesemuanya harudah dadam rangka
upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan memperlemahnya. Dengan cara
itu mungkin banyak masdah tersdesaikan.

E-government. Teknologi tdah menyebabkan banyak birokras perlu ditaia kembdi, baik
birokras pemerintah maupun swadta. Banyak ha yang sdama ini harus dilakukan oleh banyak orang,
sskarang dgpa dilakukan oleh satu atau jauh lebih sedikit orang. Banyak kegiatan yang bissanya
memakan waktu, dgpat dilakukan dengan sekgap. Jarak menjadi kurang relevan. Data dapat lebih
cepat dan akurat diperolen dan diolah. Kesemuanya itu jelas berpengaruh kepada sistem birokras.
Masdahrmasdah dapat lebih dini dideteks, sehingga dapat dicegah berkembang menjadi lebih besar.
Pdayanan publik dapat lebih bak, lebih cepat dan lebih mudah, karena kemudahan-kemudahan yang
dihesilkan oleh teknologi.

Kaena tdah bebicam mengena teknologi ada baknya disinggung sedikit suatu
kecenderungan baru administras negara yaitu yang disebut dengan e-government. Menurut Darell M.
West, seorang pakar e-government dari Brown Universty Amerika Serikat, “ E-government refers to
the ddivery of information and services online through the internet or other digital means’.
Penergpan e-government, akan dgpat membantu: meniadakan hambatan pertukaran informas antar
maesyarakat dan antar wilayah negara, dan dengan demikian berbagai bentuk kesenjangan yang
bersumber dari ketidakseimbangan kesempatan memperoleh informas dgpat diates secara bertahap;
meningkatkan ketersediaan informas dan pelayanan publik serta memperluas dan  memperddam
jangkauannya; meningkatkan produktivitas, efisend, dan kemampuan inovas ddam sektor produkd,
serta memperlancar rantal didribusi; meningkatkan trangparans dan memperbaiki efisens pelayanan
publik; memperlancar interaks antar lembagalembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun
daerah, dan dengan masyarakat.

E-government dapat mendukung transparans dan akuntabilitas dalam pengeolaan
sumber daya publik, meningkatkan partiSpas serta meningkatkan pelayanan.

Di Indonesia, penggunaan internet untuk menyampaikan informas serta pelayanan dari
pemerintah kepada masyaraka luas telah mengaami pertumbuhan yang pesat ddam bebergpa tahun
terakhir. Sama dramatisnya dengan perkembangan yang terjadi pada sector e-commerce dan e
trading Bisadi surf di internet bahwa saat ini hampir semua instans pemerintah, baik departemen
maupun lembaga non departemen serta pemerintah daerah sudah memiliki website. Layanan yang
disediakanpun boleh dikatakan sudah cukup memadai.
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Ambil contoh webstenya kantor Sekretariat negara, yaitu www.indonesiago.id.  Pada
website ini masyarakat dapat men-download pidato presiden yang baru sga dibacakan pada pagi
harinya. Juga berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Presiden dapat segera
dimiliki efilenya. Begitu pula webste Bagppenas, yaitu www?2.bappenasgo.id. Pada webste ini
masyarakat dapa men-download naskah Propenas lengkap bak vers Bahasa Indonesia maupun vers
Bahasa Inggris. Bahkan berbagai dokumen yang sdama ini tersimpan rapat-rapat seperti Blue-Book,
Billing Rate, dan lain-lain dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Di berbaga egroup masyarakat turut mendiskuskan berbaga persodan bangsa Kami
mendapati bahwa konsep ekonomi kerakyatan ddam minggu-minggu ini sedang diseminarkan di
internet oleh sdah sau milig group yang memiliki anggota 600 orang yang mdiputi masyarakat
umum, LSM, mahasiswa, pgabat di pusat dan di daerah, unsur pimpinan dan anggota MPR/DPR,
para kepda daerah proping/ kabupaten/kota, para menteri dan mantan menteri, dosen, pengusaha,
para ekspatriat dari lembaga donor seperti, serta para Indonesianis di seluruh dunia

Di samping itu saat ini sudah banyak yang mencantumkan e-mail address kantor maupun
pribadi pada kartu namanya.

E-government juga akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit birokras
seperti korups atau suap, karena keperluan untuk bertemu secara fisk menjadi berkurang,
pelayanan menjadi lebih bersfat otomatis, dan mengurangi kewenangan-kewenangan yang bersfa
discretionary.

Satu penerapan e-government addah e-democracy. F.D. Roosevet adadah yang pertama kali
memanfaatkan radio untuk menjangkau masyaraka luas untuk menyampaikan pesan pesan palitik,
JF. Kennedy addah yang pertama kadi memanfastken media TV untuk memenangkan kampanye
presidennya, dan di tahun 1998 seorang mantan pegulat Jesse Ventura dengan memanfaatkan jaringan
internet mgju secara independent daam kampanye gubernur di negara bagian Minnesota. la berhasl
mengal ahkan dua orang poalitis yang telah mapan (Holmes, 2001).

Internet membuka cakrawaa baru daam kehidupan politik. Dengan biaya yang lebih murah,
patispas yang lebih luas, interaks yang lebih intensf, keterbukaan dan akuntabilitas, internet akan
merubah budaya dan pola politik di masa mendatang.

Sdan untuk kampanye, banyak negara sudah menggunakan pemungutan Suara secara
eektronilk dengan hasl yang cukup memuaskan seperti di Brazil. Hasinya lebih cepet, lebih murah
dan lebih aktuad. Memang teah terjadi maesdah pada weaktu sstem manua diganti dengan sitem
otomatis, seperti pemilihan Presden AS baru-baru ini, namun gpabila dipshami caracaranya maka
keuntungannyabisa mengatasi kesulitannya.

Internet juga membuka partispas luas ddam proses demokras, karena seperti dikatakan oleh
Holmes “ the web can transform an ailing sistem of representative democracy into a more robust form
of participative democracy’” .

Dengan internet, bukan hanya keputusan-keputusan politik, juga proses pengambilan
keputusan di  lembagalembaga politik, seperti diddam pata maupun di  lembada-lembaga
perwakilan, dapat diikuti dengan penuh dan segera, serta sdama 24 jam sehari dan 7 hai seminggu.
Internet tidek ada jam kerja dan tidak pernah libur. Di Swiss pembicaraan di parlemen bukan hanya
diliput dengan TV tetapi juga dengan internet, karena bagi rekyat banyak masdah yang dibicarakan
tidek sdldu bisa diikuti, karena misalnya suatu dokumen yang dibahas bisa dianggap sudah dibacakan
kdau sudah dibagiken, meskipun tidak dibaca Medui internet publik dapat mengikuti secara lebih
rinci gpa sebetulnya materi yang jadi pembicaraan.

E-democracy juga membuka partispas rakyat untuk turut serta daam proses pembahasan
dan pengambilan keputusan-keputusan politik yang penting bagi kehidupannya. Misdnya, sdah satu
dasan mengagpa ada gagesan Komis Konditus addah adanya kesan bahwa perubahan UUD
dilakukan hanya oleh orang-orang yang terbatas dan tidek melibatkan rakya banyak. Memang ada
tim ahli, dan sosdisas di daerahdaerah, namun jangkauannya tetep terbatas. Dengan inernet dialog
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interactive antara Badan Pekerja atau PAH | dengan publik yang luas dapat dibuka, sehingga
masyarakat dapat turut serta memberi masukan dan berdiskus atau “ chatting” dengan wakilnya

Hadlnya akan meningkatkan kuditas demokrad, karena sekat antara rekyat dan wakil-
wakilnya dapat dikurangi, dan jarak antara proses pengambilan keputusan serta putusan yang diambi
tidek terldu jauh dari aspirad, keinginan, pandangan, dan kehendak yang ada di hati sanubari dan
pikiran yang hidup di masyarakat.

E-democracy juga akan mendekatkan rekyat dengan wakilnya, tanpa harus ada pertemuan
secara fisk antara wakil rakyat dengan kondituen-nya Demikian pula kondituen tidak perlu jauh
jauh menemui wekilnya untuk menyampaikan gpayang ingin disampaikannya.

Namun demikian e-government dan edemocracy itu penergpnnya masih jauh ddam tahap
awd, termasuk di negara yang paing mgu sekdipun. Alasannya, sdain masdah fisk, keterbatasan
jangkauan dan jaringan internet oleh keterbatasan hardware, juga oleh karena budaya 1T beum
meluas, terutama dikdangan pemerintah sendiri, dan juga di kaangan politis, gpdagi masyaraka
luas. Yang sskarang sudah lebih banyak menggunekan addah dunia ussha, mereka yang berada di
dunia akademik dan riset, serta kelompok-kelompok professional.

Karena sama-sama baru mulai, kesempatan awad ini harus digunakan untuk menata sstemnya
dengan sebalk-baiknya, agar pada wakiu digunaken secara luas, kita tidek terldu jauh tertinggd,
sehingga terjadi gpa yang dissbut digital devide, serta agar dapat berlangsung dengan lancar dan
aman, karena penggunaan internetpun, banyak masdahnya, seperti hackers, virus, sod kerahasiaan,
privacy dan sebagainya

Penutup

Dai berbaga uraian diatas kita pahami bahwa pembaharuan birokras merupakan keharusan
untuk tercgpainya good governance. Usaha kearah itu telah banyak dilakukan, namun hasiinya sangat
tidak memadai. Bahkan dirasakan seperti tidak ada kemgjuan.

Reformas di bidang politik, bahkan juga di bidang ekonomi, meskipun tidek mudah, namun
telah mula berjdan; sebdiknya di bidang birokras nampaknya kemguannya sangat lambat. Berbaga
mesdah yang menjadi peyebabnya telah dibahas dimuka. Persodannya bukan pada ketiadaan konsep,
karena telah cukup banyak dudi dan kgian dilakukan atau juga tidek adanya kehendak-kehendak
politik, karena keinginan masyarakat untuk memiliki birokrasi yang dapa diandalkannya sangat kuat.

Menurut hemat saya, persodannya addah cara memulainya, atau darimana memulainya
Setigp  pemerintah  mencantumkannya sebagal  prioritas ddam  agendanya, namun  akhirnya yang
tampak addah retorikenya dan bukan hasiinya Kita ternyata tidek mekin mendekat kepada
terciptanya good gover nance.

Barangkdi ddam forum ini konsentras kita tidek perlu pada konsgp-konsep yang semuanya
padi bak, tetapi kepada menjawab pertanyaan, “bagamana  memulainya ?7’, agar dgpat dilakukan
dengan sungguh-sungguh dan memberi hasil berupa perbaiken yang nyata. Dengan demikian rakyat
akan pulih hargpannya, bahwa akhirnya masdahrmasdah birokras ini ada tanda-tanda dan
kemungkinan untuk dapat diatas, dan akhirnya rekyat kita akan menikmati pengayoman dan layanan
dari birokras yang dapat diandalkan.

Dengan birokras yang handd, sebagian dari masdah yang dihadapi bangsa kita teah
terselesaikan.
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